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Kata Pengantar

 Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki wilayah 
laut terluas serta memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia. Indo-
nesia juga memiliki wilayah perairan yang kaya dengan potensi cadangan 
energi, potensi perikanan, potensi pariwisata bahari, serta memiliki jalur 
pelayaran strategis yang dapat dimanfaatkan sebagai basis pengemban-
gan kekuatan geopolitik, ekonomi, dan budaya bahari.

 Untuk itu Indonesia membutuhkan terobosan baru guna meman-
faatkan potensi wilayahnya. Terobosan berupa pengembangan konsep 
Tol Laut melalui elaborasi perencanaan trayek angkutan laut, subsidi 
angkutan laut, revitalisasi pelayaran rakyat, dan pengembangan industri 
berbasis komoditi wilayah, menjadi hal yang penting untuk direalisasi-
kan.

 Realisasi terobosan Tol Laut ditekankan oleh Presiden Jokowi un-
tuk menghubungkan jalur pelayaran rutin dari wilayah timur ke wilayah 
barat Indonesia guna meminimalisir biaya logistik. Disamping itu, imple-
mentasi Tol Laut juga akan berdampak terhadap peningkatan akses nia-
ga dari negara Pasifik bagian selatan ke negara Asia bagian timur.

 Oleh sebab itu, saya berharap buku mengenai Pengembangan 
Tol Laut dalam RPJMN 2015-2019 dan Implementasi 2015/2016 ini dap-
at membantu menjelaskan mengenai langkah-langkah yang diperlukan 
untuk menyukseskan implementasi Tol Laut guna mewujudkan cita-cita 
bangsa Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Jakarta, Desember 2015

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Bappenas

Sofyan Djalil



Kata Pengantar

 Pembangunan kemaritiman sangat ditekankan dalam Visi Misi 
Presiden Jokowi dalam periode pembangunan jangka menengah 2015-
2019. Sesuai dengan arahan tersebut, Kementerian Perhubungan bersa-
ma Bappenas serta BUMN telah menyelesaikan perencanaan konsep Tol 
Laut disertai perencanaan elemen-elemen pendukungnya.
 
 Hingga saat ini, telah dilakukan berbagai implementasi kegiatan 
untuk merealisasikan konsep Tol Laut. Salah satu kunci kesuksesan Tol 
Laut adalah telah diberikannya subsidi atau Public Service Obligation (PSO) 
kepada armada Tol Laut. Dengan demikian, mulai saat ini kapal dapat 
berlayar secara teratur meski angkutan yang dibawa kosong.

 Armada kapal laut akan berlayar melayani seluruh wilayah di Indo-
nesia, khususnya pada 24 pelabuhan strategis 2015-2019 secara teratur 
dan terjadwal. Diharapkan dengan memberikan keteraturan kedatangan 
dan keberangkatan armada kapal laut di seluruh pelabuhan strategis saat 
ini akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah 
baru, khususnya diluar Jawa.

 Pembangunan sumber daya manusia perhubungan laut juga 
telah ditingkatkan baik kapasitas maupun jumlahnya. Namun demikian, 
Kementerian Perhubungan perlu dibantu perusahaan pelayaran untuk 
ikut serta membangun sumber daya manusia khususnya pelaut Indone-
sia.

 Bersama ini, maka diharapkan kita dapat bahu-membahu mem-
bangun bangsa melalui implementasi konsep Tol Laut, yang secara gar-
is besar disampaikan pada buku ini. Mari membangun bangsa melalui 
pembangunan transportasi yang handal.

Jakarta, Desember 2015

Menteri Perhubungan Republik Indonesia

Ignasius Jonan
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1Pendahuluan

Terjadinya perubahan tantangan perdagangan global ditandai dengan pe-
rubahan arah emerging economy market sejak tahun 1970, 1990 dan men-
jadi semakin jelas memasuki tahun 2010, sehingga menyebabkan peran 

Indonesia dalam konteks perdagangan global dunia menjadi semakin penting. 
Inter regional trade mendominasi 12% dari PDB dunia dalam kurun 1980-2009, 
didukung dengan penurunan hambatan tarif dan non-tarif serta penurunan 
biaya transportasi dan komunikasi. Dalam bidang transportasi terjadi perbaikan 
kapasitas sarana dan prasarana, peningkatan kecepatan serta space shrinking 
technologies, begitu juga dalam kancah maritim, terjadi peningkatan transaksi 
perdagangan domestik maupun internasional di Indonesia setelah penetapan 
azas cabotage tahun 2005, meskipun belum dirasakan peningkatan pelayanan 
prasarana secara signifikan khususnya di wilayah yang belum berkembang in-
dustri dan perdagangannya.

 Keadaan geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dengan jumlah 
pulau terbanyak yaitu 18.110 pulau, juga sebagai negara yang memiliki wilayah 
laut mencapai dua pertiga dari luas wilayahnya, serta negara kedua terpanjang di 
dunia dengan pantai sepanjang 95.181 KM1, sangat menguntungkan. Diperkira-
kan dari sektor laut saja Indonesia sudah bisa memberikan lapangan kerja bagi 
180 juta penduduk2.

1 Setyo Nugroho dan Tri Achmadi, Konsep Poros Maritim dan Alternatif Tol Laut, disampaikan pada seminar 
“Kerangka Pembangunan Kemaritiman 2015-2019” di Bappenas. 
2 H. Son Diamar, Menuju Poros Maritim Dunia, FGD Bappenas, 10 November 2014. 

Arus Perdagangan Internasional Minyak Mentah Dunia (juta ton)
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 Namun perkembangan sektor maritim nasional masih sangat terbatas. 
Untuk menjadi sebuah negara maritim, Indonesia harus mampu mengoptimal-
kan wilayah laut sebagai basis pengembangan kekuatan geopolitik, kekuatan mi-
liter, kekuatan ekonomi dan kekuatan budaya bahari.

 Indonesia memiliki potensi wilayah laut yang dapat dioptimalkan peman-
faatannya, antara lain kandungan cadangan minyak, gas alam, pariwisata bahari, 
perikanan tangkap dan budidaya kelautan lain. Khususnya di sektor transporta-
si, wilayah laut Indonesia tidak saja berfungsi untuk menghubungkan seluruh 
kepulauannya, namun juga melayani angkutan laut/logistik internasional yang 
melintasi alur laut kepulauan Indonesia (ALKI).

 Ilustrasi Global Trade Flow and Indonesia Context  (Maersk, 2014) meng-
gambarkan potensi pemanfaatan wilayah laut Indonesia cukup tinggi mengin-
gat perkembangan aktivitas ekonomi/perdagangan khususnya di wilayah Eropa, 
Afrika dan Asia Pasifik yang tidak lagi mengenal batas negara sehingga menye-
babkan tingginya kebutuhan transportasi mendukung rantai pasok global. Oleh 
sebab itu perlu segera dirumuskan sebuah kebijakan nasional untuk meman-
faatkan rantai pasok global melalui peningkatan peran transportasi logistik 
memanfaatkan transportasi laut yang efisien. Berdasarkan perhitungan pakar 
maritim Indonesia diperkirakan sekitar 90% perdagangan international diangkut  
melalui laut, sedangkan 40% dari rute perdagangan internasional tersebut me-
lewati Indonesia. Angka yang luar biasa. Hal ini berarti, Indonesia sampai kapan-
pun akan menjadi tempat strategis dalam peta dunia.

Global Trade Flow and Indonesia Context
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 Transportasi laut saat ini digunakan oleh sekitar 90% perdagangan do-
mestik dan internasional sehingga pengembangan kapasitas dan konektivitas 
dari pelabuhan sangat penting bagi penurunan biaya logistik dan pemerataan 
pertumbuhan nasional. Telah diketahui bahwa biaya jasa layanan transporta-
si laut logistik sebelumnya belum dapat berkompetisi dengan negara tetangga. 
Diperlukan upaya pembaharuan dan pemeliharaan infrastruktur pelabuhan un-
tuk mengakomodir ukuran kapal yang sesuai, menghilangkan antrian sandar, 
serta menyediakan sistem dan layanan kepelabuhanan yang profesional.

 Potensi Indonesia dalam konteks regional memerlukan dorongan lebih 
tinggi karena persaingan yang tinggi sesama negara ASEAN. Indonesia meskipun 
naik dari posisi 59 ke 53 pada peringkat Logistic Performance Index (World Bank, 
2014), namun masih lebih rendah dibandingkan kinerja logistik Singapura, Ma-
laysia, Thailand bahkan Vietnam.

Konektivitas menjadi Kunci dalam Menjawab Tantangan Globalisasi Ekonomi
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 Saat ini transportasi angkutan laut domestik masih terpusat melayani 
wilayah yang memiliki aktifitas ekonomi tinggi yaitu di wilayah Barat Indonesia 
meskipun karakteristik kepulauan di wilayah Timur Indonesia telah menjadikan 
transportasi laut sebagai tulang punggung aktivitas pergerakannya saat ini. Kon-
sep tersebut dikenal sebagai konsep pembangunan ship follow the trade dimana 
konsep tersebut memiliki daya ungkit yang tinggi terhadap percepatan pertum-
buhan ekonomi nasional.

 Namun untuk mewujudkan pemerataan, diperlukan pembangunan den-
gan konsep ship promote the trade, dimana pembangunan konektivitas di wilayah 
Timur Indonesia diharapkan mampu meningkatkan aktivitas ekonomi dan per-
dagangannya. Pengembangan pelayanan transportasi laut sebagai tulang pung-
gung distribusi logistik yang menghubungkan wilayah Barat dan Timur Indonesia 
diharapkan mampu menurunkan biaya logistik sehingga mempercepat pertum-
buhan ekonomi disertai terwujudnya pemerataan.

Kontribusi PDB Indonesia Berdasarkan Pulau
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 Pada periode pembangunan jangka menengah 2015-2019, konsep Tol 
Laut diimplementasikan diantaranya untuk tujuan peningkatan kinerja transpor-
tasi laut melalui perbaikan jaringan pelayaran domestik dan internasional, pe-
nurunan dwelling time sebagai penghambat utama kinerja pelabuhan nasional, 
serta peningkatan peran transportasi laut Indonesia yang saat ini baru mencapai 
4% dari seluruh transportasi Indonesia, dimana share tersebut sangat kecil bagi 
sebuah negara kepulauan.

 Untuk mencapai tujuan tersebut maka melalui buku ini diharapkan 
mampu memberikan gambaran besar bersama agar dapat bersinergi mewujud-
kan implementasi konsep Tol Laut. Melalui sinergi implementasi konsep Tol Laut 
diharapkan berdampak terhadap terciptanya keunggulan kompetitif bangsa, 
terciptanya perkuatan industri nasional di seluruh hinterland pelabuhan strat-
egis, serta tercapainya PDB tertinggi di Asia Tenggara yang disertai pemerataan 
nasional dan disparitas harga yang rendah.

Arus Perdagangan Menggunakan Armada Laut
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2Kondisi Saat Ini

2.1 Posisi Indonesia dalam Global Competitiveness Index

World Economic Forum (WEF) menentukan 12 pilar yang dikelompokkan 
ke dalam tiga kelompok faktor, yang menentukan tingkat daya saing 
sebuah negara yang dituangkan pada peringkat Global Competitiveness 

Index. Kelompok pertama merupakan persyaratan dasar yang diperlukan nega-
ra untuk berkompetisi, antara lain kelembagaan, infrastruktur, kondisi ekonomi 
makro, dan tingkat pendidikan serta kesehatan masyarakat yang dianggap se-
bagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi. Kelompok kedua, adalah fak-
tor yang berkorelasi terhadap peningkatan efisiensi dan produktivitas ekonomi 
seperti pendidikan tinggi dan pelatihan (kualitas sumber daya manusia), kinerja 
pasar yang efisien, serta kesiapan teknologi di tingkat nasional maupun lokal. 
Serta kelompok ketiga, adalah faktor inovasi dan kemajuan proses produksi 
lokal berkorelasi terhadap tingkat inovasi sebuah negara.
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 Saat ini pembangunan Indonesia telah berada di tingkat kedua yang ber-
nama effiiency driven economies, dimana pertumbuhan negara didasarkan pada 
pengembangan proses produksi yang lebih efisien dan peningkatan kualitas 
produk. Keunggulan utama Pembangunan Indonesia dibanding rerata negara 
efficiency-driven economies lain adalah infrastruktur, kecanggihan proses produk-
si dan inovasi. Namun apabila dibandingkan dengan negara tentangga dalam 
hal ini Malaysia, Indonesia cukup tertinggal dalam berbagai hal, termasuk infra-
struktur. Rendahnya Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dibandingkan ne-
gara-negara Asia yang sedang berkembang juga menunjukkan saat ini Indonesia 
masih belum unggul dalam berkompetisi dengan negara-negara tetangga.

 Peringkat Indonesia dalam “Global Competitiveness Index” meningkat dari 
posisi 55 pada tahun 2008/2009 menjadi posisi 34 dari 144 negara pada tahun 
2014/2015. Peningkatan pada pengembangan infrastruktur merupakan salah 
satu penyebab lompatan Indonesia dalam Global Competitiveness Index sebesar 
21 peringkat. Indonesia mendapat score GCI 4.57 pada tahun 2014-2015 men-
ingkat 0,04 poin dari tahun 2013-2014.

PDB Per Kapita 1990-2012
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Peringkat Indonesia dalam Global Competitiveness Index

The Global Competitiveness Index World Economic Forum 2012-2015 (Infrastruktur)

 Peningkatan peringkat indeks kompetensi Indonesia di sektor transpor-
tasi khususnya transportasi laut juga terus meningkat ke peringkat 77 di tahun 
2015 dari peringkat 104 di tahun 2012 menunjukkan pembangunan di Indonesia 
berada pada arah yang benar. Namun hal tersebut belum cukup untuk dapat 
bersaing dengan negara tentangga, dalam hal ini dibandingkan Thailand dan 
Malaysia.

 Praktisi perdagangan di Indonesia turut menilai kualitas dan jumlah in-
frastruktur di Indonesia masih rendah. Menurut Kamar Dagang dan Industri In-
donesia, biaya logistik yang ditanggung oleh industri saat ini masih tinggi, yaitu 
sebesar 17% dari biaya produksi. Hal tersebut menyebabkan iklim investasi di 
Indonesia masih kurang kompetitif dan menarik.
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2.2 Kondisi Transportasi Laut Indonesia

Peringkat Indonesia dalam Logistic Performance Index (LPI) naik dari pering-
kat 59 pada tahun 2012 menjadi peringkat 53 pada tahun 2014.  Namun 
demikian, kenaikan tersebut masih menempatkan Indonesia dibawah ne-

gara-negara tetangga seperti Singapura (peringkat 5), Malaysia (peringkat 25), 
Thailand (peringkat 35), bahkan Vietnam (peringkat 48).

 Dalam enam komponen yang diukur di dalam Logistics Performance Index 
(LPI), menunjukkan sektor kepelabuhanan memiliki permasalahan yang paling 
besar dimana komponen custom, infrastruktur dan international shipments masih 
berada dibawah rerata LPI.

 Dalam laporan UNCTAD 2014, jumlah akumulasi berat kapal (DWT) yang 
berbendera Indonesia menempati urutan ke-20 terbesar dunia, sementara dari 
jumlah unit kapal menempati posisi tujuh. Hal tersebut menunjukkan bahwa 
kapal yang beroperasi untuk pergerakan domestik di Indonesia umumnya ada-
lah kapal kecil. Hal tersebut dapat disebabkan oleh karena faktor fleksibilitas 
kapal ukuran kecil yang mampu menjangkau wilayah yang memiliki dukungan 
infrastruktur kepelabuhanan yang minimum.
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Produktivitas Angkutan Laut

 Layanan angutan laut dalam negeri yang saat ini telah didominasi oleh 
armada laut berbendera Indonesia yang menunjukkan keberhasilan implemen-
tasi asas Cabotage. Namun untuk layanan angkutan laut luar negeri (interna-
sional), saat ini masih didominasi oleh armada asing, sehingga menyebabkan 
defisit transaksi jasa dalam Neraca Pembayaran Indonesia (NPI). Di Tahun 2012 
untuk pangsa muatan 9,8% defisit sekitar USD 10 milyar. Peningkatan pangsa 
muatan angkutan luar negeri menggunakan armada nasional atau implementasi 
asas Beyond Cabotage perlu segera direalisasikan, diantaranya melalui peruba-
han term-of-trade dan pengembangan pelabuhan Hub International.

 Saat ini total jumlah pelabuhan di Indonesia baik komersial maupun 
non-komersial yaitu berjumlah 1.241 pelabuhan, atau satu pelabuhan mel-
ayani 14 pulau (14,1 pulau/pelabuhan) dengan luas rerata 1548 km2/pelabuhan. 
Keadaan infrastruktur tersebut masih belum berimbang jika dibandingkan ne-
gara kepulauan lainnya di Asia, misalnya: Jepang 3,6 pulau/pelabuhan dan 340 
km2/pelabuhan; serta Filipina 10,1 pulau/pelabuhan dan 460 km2/pelabuhan. 
Keadaan tersebut, disertai tingginya jumlah armada laut di Indonesia seperti 
telah dijelaskan, menyebabkan tingginya antrian sandar kapal di Indonesia.
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Sebaran Pelabuhan di Indonesia

 Jumlah terminal khusus (Tersus) dan terminal untuk kepentingan sendi-
ri (TUKS) yang banyak menunjukkan tingginya kebutuhan dan potensi pengem-
bangan infrastruktur transportasi laut. Saat ini jumlah pelabuhan yang terbuka 
bagi perdagangan internasional cukup banyak (141 pelabuhan) yang umumnya 
digunakan untuk kegiatan eksport. Kegiatan import saat ini telah terkonsentrasi 
di pelabuhan Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Makassar. Sedangkan 
RIPN telah menetapkan dua pelabuhan sebagai Hub Internasional yaitu pelabu-
han Bitung dan Kuala Tanjung, dimana terletak di wilayah luar Indonesia.
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Kedalaman dan Ukuran Kapal Maksimum Pelabuhan 

 Kedalaman draft untuk pelabuhan komersial di Indonesia masih berkisar 
antara 6-10 meter dengan ukuran kapal peti kemas yang dapat dilayani maksi-
mum antara 700-1.600 TEUs (kecuali Sorong dengan draft hingga 11 meter den-
gan ukuran kapal maksimum mencapai 2600 TEUs). Disamping itu saat ini masih 
sebagian kecil pelabuhan yang telah menyediakan peralatan bongkar muat mod-
ern (container crane, luffing crane, JIB Crane, dsb). Terkait soft structure, hingga 
saat ini baru lima pelabuhan utama yang telah menerapkan Indonesia National 
Single Window (INSW), yaitu pelabuhan Belawan, Merak, Tanjung Priok, Tanjung 
Emas, dan Tanjung Perak yang menyebabkan waktu pre-clearance masih tinggi. 
Disamping itu tarif pelabuhan sekitar 52-60% dari total tarif angkutan peti kemas 
dalam negeri menyebabkan angkutan laut saat ini belum mampu berkompetisi 
dengan negara asia lainnya dan belum mampu mendukung pemerataan wilayah 
di Indonesia.



17
Arus Perdagangan Domestik

“TUG BOAT”
Sumber: bowsprite.wordpress.com

 Informasi arus perdagangan domestik Indonesia tahun 2009 menun-
jukkan bahwa terjadi ketimpangan aktivitas logistik antara wilayah barat dan 

wilayah timur Indonesia. Ketimpangan tersebut tidak han-
ya terjadi karena sebaran infrastruktur yang belum mer-
ata, namun juga akibat sebaran komoditas dan aktivitas 
ekonomi yang sebagian besar berada di wilayah Barat 
Indonesia. Keadaan tersebut menunjukkan perlunya 
pengembangan kegiatan ekonomi (Industri, Pariwisata, 
Pertanian, dsb), khususnya di wilayah Papua, Papua 
Barat, Maluku Utara, Maluku, NTB dan NTT yang ter-
integrasi dengan pengembangan simpul transportasi 
laut (pelabuhan) sebagai tulang punggung distribusi 
logistik.
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Kinerja Pelabuhan Komersil Indonesia

 Perbandingan dengan kinerja pelabuhan strategis di ASEAN tahun 2013 
menunjukkan:
1. Waktu tunggu/waiting time (WT) di sejumlah pelabuhan strategis Indonesia 

relatif masih tinggi, yakni 27-47 jam (WT terendah di ASEAN mencapai 2 jam).
2. Gross Crane Productivity di sejumlah pelabuhan strategis di Indonesia relatif 

masih rendah sekitar  7-11 MPH (Gross Crane Productivity tertinggi di ASEAN 
mencapai 20-30 crane moves per hour atau MPH).

3. Crane Intensity (CI) di sejumlah pelabuhan strategis di Indonesia relatif masih 
rendah sekitar 1-2 (CI tertinggi di ASEAN mencapai 1,8-3,6).

4. Domestic Dwilling Time di sejumlah pelabuhan strategis di Indonesia relatif 
masih tinggi sekitar 5 hari (terendah di ASEAN mencapai 1 hari).
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Kinerja Pelayanan Kapal Tahun 2012 – 2013

 Tahun 2013, jumlah pelabuhan yang memenuhi standar kinerja waiting 
time (WT)/ approach time (AT)/ effective time (ET) hanya sekitar 37/36/26 pelabu-
han. Beberapa sumber permasalahan yang telah diidentifikasi adalah:
1. Kurangnya penyediaan infrastruktur pelabuhan, khususnya dermaga dan 

lapangan penumpukan, terutama pada pelabuhan-pelabuhan utama.
2. Kondisi fisik pelabuhan, khususnya kedalaman pelabuhan, dimana sebagi-

an besar pelabuhan berada di muara sungai sehingga memiliki tingkat sed-
imentasi tinggi.

3. Aksesibilitas pelabuhan yang terganggu akibat kepadatan yang tidak terk-
endali disekitar pelabuhan, menimbulkan hambatan arus ke luar masuk 
pelabuhan.

4. Waktu operasional pelabuhan dan keterbatasan kinerja SDM, khususnya 
tenaga bongkar muat.

5. Kurangnya jaminan keamanan (premi kargo ke Indonesia yang lebih tinggi).
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Kecelakaan Transportasi Laut

 Terjadi kecenderung penurunan kejadian kecelakaan, dimana laporan 
KNKT menyatakan “Rate of Accident” (RoA) pelayaran telah turun dari 0,302 pada 
tahun 2007 menjadi 0,037 pada tahun 2013. Data Tahun 2013 menunjukkan 
sebagian besar kecelakaan laut terjadi pada kapal berbendera Indonesia (94%) 
dengan ukuran kapal 35 – 500 GT (34%) dan kapal > 500 GT (44%). Berdasarkan 
jenis kecelakaan yang terjadi, kejadian kapal tenggelam dan kandas masih cukup 
dominan (lebih dari 60% di 2013) sedangkan penyebab utamanya adalah faktor 
alam dan teknis (85%).
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Ketersediaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran

“BUOY TENDER”
Sumber: bowsprite.wordpress.com

 Untuk mengurangi angka kecelakaan transportasi laut, Sarana Bantu 
Navigasi Pelayaran (SBNP) yang layak dalam jumlah yang sesuai dengan wilayah 
kelautan Indonesia sangat diperlukan. Pengelolaan navigasi pelayaran saat ini 
dilakukan oleh 25 distrik navigasi dengan tingkat penyediaan sarana dan prasa-
rana serta SDM yang beragam.

 Berdasarkan jenis dan kepemilikan, SBNP yang terpasang sebagian be-
sar jenis rambu suar (58,11%) dan setelahnya adalah pelampung suar yang ter-
pasang di laut (26,45%). Sedangkan penguasaan SBNP saat ini sebagian besar 
oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yaitu sebanyak 61,68%.

 Tingkat gangguan terhadap keberadaan dan operasional SBNP masih 
relatif tinggi. Disamping itu belum seluruh alur dan perlintasan di Indonesia ter-
petakan dan ditetapkan, oleh sebab itu belum diketahui kebutuhan SBNP untuk 
wilayah-wilayah tersebut.
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Jenis dan Umur Kapal Navigasi

 Jumlah kapal negara kenavigasian di Indonesia tidak mengalami 
penambahan sejak Tahun 2009. Meskipun menurut studi Masterplan Navigasi, 
2010, kebutuhan kapal kenavigasian sudah mencukupi (tersedia 64 kapal dari 
total kebutuhan 60 kapal), namun perlu dilakukan penyesuaian lokasi penem-
patan 20 kapal yang telah ada, khususnya kapal bantu perambuan dan kapal 
pengamat perambuan.
 
 Rata-rata umur kapal negara kenavigasian 
saat ini mencapai 37 tahun. Dan apabila tidak 
dilakukan pengadaan kapal navigasi baru secara 
rutin, pada tahun 2020 hanya terdapat 19 kapal 
navigasi yang berusia dibawah 35 tahun.



 Ketersediaan Stasiun Radio Pantai (SROP) sampai dengan tahun 2012 
berada di 155 lokasi. Ketercukupan SROP dengan Global Maritime Distress And 
Safety System (GMDSS) baru mencapai 82,14% dari kebutuhan, sedangkan keter-
sediaan SROP dengan Mobile Service baru mencapai 51,67% dari kebutuhan pada 
tahun 2012.

 Dari sisi sebaran 
lokasi, prosentase ting-
kat kecukupan SROP di 
wilayah laut A1/A2/A3 ada-
lah 82/63/100%. Sedang-
kan prosentase SROP yang 
memiliki kondisi dan fungsi 
sesuai standar yang ditetap-
kan di wilayah laut A1/A2/A3 
= 91/63/100%.

Perkembangan Penyediaan SROP

“AID TENDER VESSEL”
Sumber: product.damen.com
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 Penyediaan Vessel Traffic Service (VTS) hingga tahun 2013 baru menca-
pai 12 unit dan ketersediaan National Database Centre for Long Range Identifica-
tion And Tracking of Ships System (NDC LRIT) baru 1 unit. Meskipun penggunaan 
LRIT telah diberlakukan sejak tahun 2008, namun jumlah kapal yang dilengkapi 
LRIT masih sangat terbatas.

Komponen Vessel Traffic Management Information System
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 Vessel Traffic Management Information System (VTMIS) merupakan 
pengembangan VTS sehingga menjadi Integrated Maritime Surveillance, meman-
faatkan teknologi informasi untuk mengintegrasikan data-data VTS dari berbagai 
sumber sehingga meningkatkan efektivitas kegiatan kepelabuhanan atau opera-
si kemaritiman.

Sumber: Sheltermar.com.br



25

3Konsep Tol Laut

3.1 Logistik dan Perdagangan Internasional

Pengertian Tol Laut yang ditekankan oleh Presiden Joko Widodo merupakan 
suatu konsep memperkuat jalur pelayaran yang dititikberatkan pada Indo-
nesia bagian Timur. Konsep tersebut selain untuk mengkoneksikan jalur 

pelayaran dari barat ke timur Indonesia juga akan mempermudah akses niaga 
dari negara-negara Pasifik bagian selatan ke negara Asia bagian Timur. Ide dari 
konsep Tol Laut tersebut akan membuka akses regional dengan cara membuat 
dua pelabuhan besar berskala hub international yang dapat melayani kapal-
kapal niaga besar diatas 3.000 TEUs atau sekelas kapal panamax 6000 TEUs. Mel-
alui realisasi rencana tersebut diharapkan Indonesia dapat memiliki peran yang 
signifikan dalam mendukung distribusi logistik internasional.

Peluang Pelayanan Logistik Industri dan Perdagangan Internasional
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3.2 Konsep Wilayah Depan dan Wilayah Dalam

Terbukanya akses regional melalui implementasi konsep Tol Laut dapat 
memberikan peluang industri kargo/logistik nasional untuk berperan da-
lam distribusi internasional, dimana saat ini 40% melalui wilayah Indone-

sia. Untuk menjadi pemain di negeri sendiri serta mendukung asas cabotage ser-
ta beyond cabotage, maka saat ini Pemerintah telah menetapkan dua pelabuhan 
yang berada di wilayah depan sebagai hub-internasional, yaitu pelabuhan Kuala 
Tanjung dan pelabuhan Bitung.

Konsep Wilayah Depan dalam Logistik Nasional
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Jaringan Sistem Logistik Nasional

 Dengan posisi pelabuhan hub internasional di wilayah depan maka kapal yang 
melakukan ekspor/impor dengan Indonesia akan berlabuh di wilayah depan. Untuk mel-
anjutkan distribusi logistik ke wilayah dalam akan menggunakan kapal berbendera Indo-
nesia/lokal. Konsep tersebut tidak hanya akan meminimalisir pergerakan kapal dagang 
internasional (saat ini masih didominasi kapal berbendera asing)  di wilayah dalam Indo-
nesia, namun juga meminimalisir penetrasi produk asing hingga wilayah dalam Indone-
sia.

“MEDIUM RESPONSE BOAT”
Sumber: bowsprite.wordpress.com
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3.3 Konsep Pelabuhan Hub dan Pelabuhan Feeder

Distribusi logistik di wilayah depan (pelabuhan hub internasional) akan di-
hubungkan ke wilayah dalam melalui pelabuhan-pelabuhan hub nasional 
(pelabuhan pengumpul) yang kemudian diteruskan ke pelabuhan feed-

er (pelabuhan pengumpan) dan diteruskan ke sub-feeder dan atau pelabuhan 
rakyat. Sesuai dengan konsep wilayah depan dan wilayah dalam tersebut maka 
armada kapal yang melayani pergerakan kargo/logistik internasional akan ber-
beda dengan armada kapal yang melayani pergerakan kargo domestik.

 Mendukung hal tersebut, kemudian juga dikembangkan rute armada 
kapal/pelayaran yang menghubungkan kedua pelabuhan hub internasional ser-
ta melalui pelabuhan hub nasional dari wilayah timur hingga wilayah barat Indo-
nesia. Kemudian kargo/logistik dari pelabuhan hub nasional akan didistribusikan 
ke pelabuhan feeder menggunakan kapal yang berbeda pula. Konsep konektivi-
tas laut diatas kemudian dilayani oleh armada kapal secara rutin dan terjadwal 
dari barat sampai timur Indonesia kemudian disebut sebagai konsep “Tol Laut”.

Integrasi Jaringan Pelayaran Lokal dan Nasional
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3.4 Konsep Rute Pendulum

Implementasi konsep Tol Laut diawali melalui penentuan Pelabuhan hub (na-
sional) berdasarkan sebaran wilayah serta potensi muatannya. Menurut kajian 
ITS, 2014, terdapat tujuh alternatif rute pelabuhan (hub) yang memiliki potensi 

muatan tinggi dan berdampak terhadap efisiensi apabila dilayani oleh armada 
yang bergerak seperti pendulum dari barat ke timur Indonesia. Ketujuh alterna-
tif rute pendulum tersebut adalah sebagai berikut dibawah ini:

Alternatif 1

Alternatif 2
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Alternatif 3

Alternatif 4

Alternatif 5
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Alternatif 6

Alternatif 7
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3.5 Pelabuhan Strategis Tol Laut

Berdasarkan kajian diatas serta kajian-kajian sebelumnya, kemudian pe-
merintah (Bappenas serta Kementerian Perhubungan) bersama Pelindo 
menetapkan 24 pelabuhan strategis untuk merealisasikan konsep Tol Laut 

yang terdiri dari 5 pelabuhan hub (2 hub internasional dan 3 hub nasional) serta 
19 pelabuhan feeder. Pelabuhan Sorong direncanakan sebagai hub masa depan 
bersama pengembangan potensi wilayah hinterland-nya untuk meningkatkan 
potensi muatannya.

 Disamping kajian-kajian terdahulu, pertimbangan lain yang turut diper-
hitungkan dalam penentuan pelabuhan strategis tersebut adalah sebaran 
wilayah, kondisi dan kapasitas pelabuhan eksisting, potensi pengembangan 
maksimum pelabuhan dan hinterlandnya, arus barang dan liners yang telah me-
layani, serta kemampuan pemerintah dan BUMN dalam merealisasikannya.

 Untuk merealisasikan rute/jaringan pelayaran tersebut, diperlukan kebi-
jakan strategis yaitu:
1. Penataan jaringan trayek angkutan laut (revisi SK Trayek).
2. Perluasan jaringan trayek, peningkatan frekuensi layanan, serta peningkatan 

keandalan kapal untuk angkutan laut dan keperintisan.
3. Optimalisasi penyelenggaraan PSO angkutan laut penumpang maupun ba-

rang, mengingat jumlah muatan barang dari wilayah Indonesia Timur yang 
masih rendah.

24 Pelabuhan Strategis Pendukung Tol Laut



33

3.6 Pembangunan Pelabuhan Mendukung Tol Laut

Dengan memperhatikan perkembangan ukuran armada kapal yang digu-
nakan pada jalur perdagangan internasional, maka juga perlu kesiapan 
pelabuhan dan alurnya untuk mendukung kapal-kapal yang mampu mel-

ayani muatan yang lebih besar (kelas Panamax) dengan kecepatan layanan yang 
lebih tinggi, khususnya pada rute pendulum Tol Laut. Oleh sebab itu, ke-24 pela-
buhan strategis direncanakan dikembangkan dengan konsep sebagai berikut:

1. Pembangunan pelabuhan bertaraf Internasional yang berkapasitas besar 
dan modern untuk ekspor berbagai komoditas dan berfungsi juga sebagai 
International Seaport-Hub.

2. Pengerukan kolam dan alur pelabuhan Hub min -12,5m untuk mendukung 
penggunaan kapal Panamax yang bergerak dengan rute pendulum.

3. Peningkatan draft pelabuhan feeder min -7m, untuk mendukung penggu-
naan kapal 3 in 1 dan atau kapal 2 in 1 yang mulai dikembangkan PT. PELNI.

4. Modernisasi fasilitas dan peralatan bongkar muat pelabuhan strategis tol 
laut untuk meningkatkan produktifitas pelabuhan.

5. Perluasan penerapan INSW dalam rangka persiapan implementasi ASEAN 
Single Windows.

6. Restrukturisasi dan rasionalisasi tarif jasa kepelabuhanan dalam rangka 
meningkatkan daya saing.

Perubahan Ukuran Kapal
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 Sedangkan beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti agar pelabuhan-pela-
buhan lainnya (non-komersil) sehingga dapat bersinergi dengan konsep tol laut 
adalah:
1. Optimalisasi pelabuhan hub internasional (Pelabuhan Kuala Tanjung dan 

Bitung), termasuk melalui peningkatan pangsa muatan angkutan luar negeri 
(perubahan term-of-trade).

2. Evaluasi optimalisasi pemanfaatan pelabuhan yang telah dibangun 
(khususnya pelabuhan umum Pemerintah).

3. Kajian efektivitas penyediaan terminal khusus (TERSUS)/terminal untuk 
kepentingan sendiri (TUKS), termasuk dampaknya terhadap operasional 
dan pengembangan terminal/pelabuhan umum.

4. Evaluasi efektivitas kebijakan pelabuhan yang terbuka untuk perdagan-
gan internasional untuk mendukung konsep wilayah depan dan wilayah da-
lam.

5. Penguatan landasan hukum dan kelembagaan dalam koordinasi penye-
lenggaraan pelabuhan perikanan dan pelabuhan penyeberangan.

6. Revitalisasi pelabuhan pelayaran rakyat di Indonesia.
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3.7 Pembangunan Galangan Kapal Mendukung Tol Laut

Memperhatikan potensi muatan yang tumbuh seiring dengan pemer-
ataan pengembangan wilayah yang didukung oleh penguatan konek-
tivitas, maka potensi industri berbagai jenis dan ukuran kapal dan jasa 

perawatan kapal (galangan kapal) sangat besar dengan proyeksi mencapai 1.000 
unit per-tahun. Kemampuan galangan saat ini baru mencapai 200-300 unit 
per-tahun dengan jumlah docking kapal sekitar 250 unit yang terkonsentrasi di 
wilayah barat Indonesia.

 Pada bab 2 telah ditunjukkan bahwa armada kapal Indonesia saat ini did-
ominasi oleh kapal kecil berumur diatas 25 tahun. Keadaan tersebut disebabkan 
pelaku industri jasa pelayaran cenderung membeli kapal bekas guna menekan 
biaya investasi dan depresiasi. Oleh sebab itu, kebijakan strategis pengutama-
an pembangunan kapal di dalam negeri perlu direalisasikan untuk mengambil 
peluang dari kebutuhan peremajaan dan penambahan berbagai jenis/ukuran 
kapal.

Untuk merealisasikan hal terebut, maka diperlukan:
1. Pembangunan galangan kapal baru yang berteknologi canggih dan effisien 

di wilayah yang tersebar.
2. Penyusunan payung hukum agar dapat dikembangkan Galangan Kapal mi-

lik Pemerintah.
3. Insentif dan perhatian khusus dari pemerintah (Kementerian Perindustrian) 

untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas industri galangan kapal nasional.

Ketimpangan Sebaran Galangan Kapal Nasional
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3.8 Keamanan dan Keselamatan Tol Laut

Seiring potensi lalu lintas pelayaran yang tinggi, maka terdapat tantangan 
serta ancaman keamanan dan keselamatan armada serta pelabuhan, baik 
yang disebabkan oleh kepadatan lalu lintas, maupun ancaman gangguan 

keamanan lainnya seperti pembajakan, penyelundupan, pembuangan limbah, 
dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, diperlukan peningkatan sarana dan prasa-
rana pendukung keamanan dan keselamatan tol laut, yaitu diantaranya adalah:

1. Kapal Patroli Kesatuan Penjagaan Laut Dan Pantai (KPLP)
2. Komitmen penurunan Rate of Accident (RoA)
3. Peningkatan kualitas dan jumlah Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)
4. Penyesuaian lokasi kapal-kapal kenavigasian
5. Peningkatan kualitas dan jumlah Stasiun Radio Pantai (SROP) 
6. Pengembangan serta penyediaan Vessel Traffic Service (VTS) dan National 

Database Centre for Long Range Identification And Tracking Of Ships System 
(NDC LRIT)

7. Peningkatan kapasitas Pelayaran Rakyat sebagai satuan keamanan pantai 
yang efektif, dimana memiliki fungsi strategis dalam menjaga keamanan laut 
nasional melalui armada-armada kecil dalam jumlah besar yang melintasi 
wilayah laut Indonesia hingga pedalaman.
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Indikator Kinerja Keamanan dan Keselamatan Transportasi Laut:

Melalui Bakamla, diselenggarakan task force untuk tupoksi tersebut melalui joint 
operation bersama (Polisi Laut, ALRI, KPLP, Perikanan, dll) untuk melakukan ke-
wenangan Bakamla. Adapun kewenangan Bakamla ialah:
1. Melakukan pengejaran seketika;
2. Memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan     menyerahkan 

kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum 
lebih lanjut; dan

3. Mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan di wilayah 
perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Bakamla tidak saja menangani keamanan laut, namun juga keselamatan dan 
Kesehatan laut. Untuk kesehatan, perlu diperhatikan karena penyakit dapat ber-
pindah-pindah melalui kesehatan kapal, crew kapal, air buangan.

Prinsip Bakamla, seluruh perintah gerak operasi keamanan laut dikeluarkan oleh 
Bakamla dan dibuat berdasarkan hasil sistem deteksi dini, intelijen, dan compli-
ance.
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3.9 Elemen Utama dan Pendukung Konsep Tol Laut

Melalui implementasi seluruh elemen yang dikembangkan dalam konsep 
Tol Laut diatas, maka terciptanya keunggulan kompetitif bangsa, ter-
ciptanya perkuatan industri nasional di seluruh hinterland pelabuhan 

strategis, serta tercapainya PDB tertinggi di Asia Tenggara yang disertai pemer-
ataan nasional dan disparitas harga yang rendah dapat direalisasikan. Namun 
keberhasilan implementasi tol laut memerlukan langkah-langkah lain dalam 
kerangka mengefisienkan sistem transpsortasi maritim Indonesia.

 Selain elemen utama seperti pengembangan pelabuhan, pengemban-
gan hinterland, penyusunan rute terjadwal dan rutin dengan konsep pendulum, 
pembangunan galangan kapal, juga diperlukan elemen pendukung Tol Laut sep-
erti sarana prasarana navigasi, patroli, SDM, serta infrastruktur pendukung lain-
nya untuk keberhasilan implementasi tol laut.

 Peningkatan jumlah serta kualitas SDM sesuai kompetensi standar ke-
selamatan dan keamanan transportasi, khususnya SDM Perhubungan Laut 
(khususnya awak kapal negara dan penjaga menara suar) diperlukan guna 
memenuhi potensi kebutuhan SDM laut yang tinggi. Target lulusan 5 tahun 
hingga 2019 dalam Renstra perhubungan mencapai 1.347.641 lulusan.
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 Sedangkan untuk menjawab kebutuhan sarana prasarana navigasi guna 
menjamin keselamatan transportasi laut, maka terdapat beberapa hal yang per-
lu ditindaklanjuti, yaitu:
1. Penyusunan kajian kebutuhan sarana bantu navigasi pelayaran (SBNP) di-

namis.
2. Pembangunan, optimalisasi sistem pengawasan dan pemeliharaan SBNP.
3. Penyusunan kajian kebutuhan kapal negara kenavigasian sesuai karakteris-

tik wilayah operasi setiap distrik navigasi.
4. Optimalisasi lokasi, pembangunan dan peremajaan kapal negara kenavi-

gasian.
5. Pemenuhan kebutuhan awak serta sarana prasarana penunjang pengoper-

asian kapal negara kenavigasian.
6. Pengadaan dan peningkatan keandalan Stasiun Radio Pantai (SROP) sesuai 

standar yang ditetapkan.
7. Pengembangan dan optimalisasi operasi Vessel Traffic Services (VTS).
8. Peningkatan operasional sistem Long-Range Identification and Tracking (LRIT).
9. Penyusunan kajian sistem dan prosedur telekomunikasi pelayaran.

 Dan infrastruktur pendukung lainnya yang perlu dikembangkan untuk 
mendukung implementasi transportasi laut adalah:
1. Pembangunan jaringan listrik hingga ke seluruh pelabuhan
2. Pembangunan jalan akses menuju pelabuhan
3. Integrasi kereta api dengan pelabuhan
4. Layanan distribusi logistik dari/ke pelabuhan menggunakan jaringan pipa
5. Pengembangan akses pelabuhan ke hinterland melalui angkutan sungai
6. Pengembangan coastal shipping/short sea shipping
7. Pengembangan skema pembiayaan inovatif untuk implementasi tol laut
8. Perkuatan linkage dengan perguruan tinggi sebagai basis penelitian dan 

pengembangan perhubungan laut



40

4Perencanaan dan Implementasi 
Tol Laut

4.1 Kaitan dengan RPJMN

Peningkatan konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pemban-
gunan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional (RPJMN) 2015-2019 menekankan pada terintegrasinya pemban-

gunan Tol Laut untuk mewujudkan daya saing dan kedaulatan wilayah kepu-
lauan Indonesia sebagai negara maritim, menunjang pertumbuhan sektor pari-
wisata, serta mempersempit kesenjangan wilayah. 
 
 Sementara itu, moda transportasi laut juga sangat penting untuk dikem-
bangkan, terutama untuk angkutan jarak jauh. Namun, masih terdapat per-
masalahan dimulai dari keterpurukan peran armada pelayaran nasional, dimana 
sekitar  50% dari angkutan kargo domestik sudah berusia lebih dari 25 tahun, 
sehingga secara tidak langsung mempengaruhi sektor perdagangan dan pere-
konomian. Selain itu, biaya ekonomi yang tinggi juga menyebabkan turunnya mi-
nat pengguna transportasi laut, terlebih kurangnya fasilitas prasarana bongkar 
muat di pelabuhan juga masih menjadi masalah di sektor ini.
 
 Dari aspek logistik untuk angkutan laut, terdapat permasalahan tidak 
efisiennya pengangkutan barang yang diangkut terutama untuk angkutan laut 
ke Indonesia bagian timur. Pada saat ini angkutan laut dari Pulau Jawa ke Papua 
terisi penuh, namun kembali dalam keadaan kosong. Salah satu penyebabnya 
adalah karena wilayah di timur Indonesia masih memiliki konektivitas yang ren-
dah. Hal ini menyebabkan biaya logistik yang dibebankan kepada komoditi men-
jadi tinggi, sehingga diperlukan keberpihakan dalam penyelenggaraan layanan 
angkutan laut dari Barat ke Timur.
 
 Oleh karena itu, diperlukan dukungan insentif fiskal maupun nonfiskal 
sehingga mampu menekan biaya transportasi dan logistik. Penyediaan PSO 
untuk angkutan barang disamping PSO angkutan penumpang yang selama ini 
ditugaskan pada PT.PELNI juga perlu direalisasikan. Selain itu, upaya regional 
balancing harus dilakukan melalui keseimbangan pembangunan konektivitas 
global dan nasional, perkotaan dan perdesaan, pusat-pusat pertumbuhan dan 
daerah tertinggal, serta pembangunan transportasi intra-pulau dan antar pulau.
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4.2 Perencanaan dan Implementasi 24 Pelabuhan
 Strategis

Pemerintah dan PELINDO telah berkoordinasi dalam pengembangan ke-
24 pelabuhan strategis sebagai bagian implementasi konsep Tol Laut. 
Pengembangan 24 pelabuhan strategis Tol Laut pada 2015-2019 adalah 

sebagai berikut:
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4.3 Indikasi Kebutuhan Pembiayaan
 Implementasi Tol Laut

Indikasi total kebutuhan pembiayaan untuk implementasi konsep Tol Laut da-
lam periode pembangungan jangka menengah 2015-2019 adalah sekitar Rp. 

700 trilyun. Indikasi kebutuhan tersebut adalah sebagai berikut:

Sumber: bowsprite.wordpress.com



 Sedangkan total Indikasi kebutuhan pembiayaan 24 Pelabuhan Strategis 
milik BUMN (diluar kebutuhan pengadaan lahan) adalah sebesar Rp. 106,418 
Trilyun dengan rincian seperti pada halaman berikut berikut.
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4.4 Revitalisasi Pelayaran Rakyat

Definisi pelayaran rakyat umumnya identik dengan kapal kayu tradisional 
yang dioperasikan oleh pelaut alami dengan manajemen sederhana (UU 
17 /2008 tentang pelayaran pasal 15 ayat 1 dan 2). Menurut PM 93/2013 

tentang penyelenggaraan angkutan laut, Pelayaran Rakyat (PELRA) adalah ke-
giatan angkutan laut yang menggunakan kapal:

1. Kapal Layar tradisional yang sepenuhnya digerakkan oleh tenaga angin
2. Kapal Layar Motor berukuran sampai 500 GT (gross tonnage) yang digerak-

kan oleh tenaga angin sebagai penggerak utama dan motor sebagai tenaga 
penggerak bantu

3. Kapal motor dengan ukuran antar 7 GT sampai 35 GT.

 Pengadaan armada pelayaran terhambat oleh sulitnya penyediaan kayu 
ulin sehingga perlu dicarikan alternatif lain, misalnya dengan pengadopsian cara 
perancangan dan pembangunan kapal kayu modern untuk diterapkan kepada 
kapal armada pelayaran rakyat. Untuk menjamin keselamatan dan pelayanan 
yang baik dari pelayaran rakyat, diperlukan pembinaan dan pengawasan yang 
lebih konsisten dan menyeluruh oleh pemerintah bekerja sama dengan asosiasi 
atau koperasi yang ada. Pemerintah juga diamanatkan untuk mengembangkan 
PELRA dengan langkah-langkah dalam PM 93/2013, yang termasuk didalamnya 
berupa penyediaan pelabuhan yang memadai, kemudahan pengembangan ser-
ta penyediaan BBM bersubsidi. 
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INPRES No. 5 2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional:

1. Menata kembali jaringan trayek angkutan laut dengan memberikan insentif 
kepada kapal dengan trayek tetap dan teratur. Dapat ditambahkan juga un-
tuk kapal dengan umur dibawah 25 tahun; 

2. Mempercepat ratifikasi konvensi internasional tentang Piutang Maritim yang 
didahulukan dan hipotik atas kapal (Maritime Liens and Mortgages, 1993) dan 
menyelesaikan undang-undang serta peraturan yang terkait; 

3. Mempercepat ratifikasi konvensi Penahanan Kapal (Arrest Ship) beserta un-
dang-undang dan peraturan terkait;

4. Memberikan dukungan untuk pengembangan pelayaran rakyat (dan pela-
yaran lain) dalam bentuk fasilitas pendanaan.

Rencana tindak lanjut dalam pemberdayaan pelayaran rakyat
1. Perlunya kebijakan afirmatif untuk menyelesaikan seluruh permasalah PEL-

RA.
2. Perlunya ditindaklanjuti surat KEMENHUB ke BUMN tentang kewajiban un-

tuk memberikan porsi distribusi produk BUMN tertentu kepada PELRA, teru-
tama untuk distribusi pelayanan publik (obat-obatan, buku BOS, dsb).

3. Perlunya percepatan realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) mendukung PELRA 
dan percepatan penyusunan skema pembiayaan lainnya. 

4. Diperlukannya konsesi hutan tanaman industri kayu kapal. Masih terdapat 
22 juta hektar hutan yang boleh dikonversi (bukan lindung). Setidaknya 100 
ribu hektar boleh dikonversi menjadi bahan baku ulin.

5. Perlunya pengembangan teknologi untuk dapat menggunakan kayu secara 
efektif dan efisien, serta aturan mengenai pengklasifikasian kapal kayu, 
agar tercipta standar spare part kayu (fabrifikasi), dan terjadi efektifitas dan 
efisiensi pemanfaatan kayu.

6. Perlunya rebranding PELRA untuk meningkatkan perhatian dan kebanggaan 
terhadap PELRA sebagai bagian dari realisasi Bangsa Indonesia sebagai Po-
ros Maritim Dunia.
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4.5 ASDP dan Short Sea Shipping sebagai
 Komplemen Tol Laut

Meskipun angkutan sungai, danau dan penyeberangan (ASDP) juga meru-
pakan angkutan air, namun ASDP berada di bawah kewenangan Trans-
portasi Darat karena sifatnya sebagai penghubung jaringan jalan. Leb-

ih lanjut mengenai optimalisasi ASDP sebagai komplemen dari konsep Tol Laut 
adalah sebagai berikut.
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 Peran & fungsi angkutan penyeberangan (ferry transport):
1. Sebagai bagian dari subsistem transportasi darat dalam SISTRANAS
2. Mendukung pertumbuhan dan pelayanan sektor lainnya (promoting and ser-

vicing sector), berfungsi multiplier effect
3. Mendukung pembangunan daerah maupun pembangunan nasional secara 

keseluruhan

 Seiring perkembangan, armada ferry juga difungsikan untuk pengalihan 
moda dari transportasi jalan melalui pengembangan Coastal Shipping
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Dasar Hukum pelaksanaan Coastal Shipping/Short Sea Shipping adalah Pera-
turan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2012 tentang Cetak Biru 

Pengembangan Sistem Logistik Nasional.

 Dalam Bab V Peta Panduan (Road Map) dan Rencana Aksi dalam tabel 5.3 
Rencana Aksi Infrastruktur Transportasi :
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Sebagai komplemen konsep Tol Laut, inisiasi SSS/Coastal Shipping dapat dilaku-
kan memanfaatkan armada RoRo dengan memperkuat pelabuhan RoRo di 

Pantai Utara Jawa untuk mempercepat penurunan biaya logistik Indonesia dan 
mendistribusikan kepadatan dari jalur pantura ke laut. 

Insentif yang diperlukan untuk pengembangan SSS antara lain:
1. Kebijakan Pemerintah: a) Subsidi untuk BBM kapal (equal treatment dengan 

angkutan jalan raya); b) Penurunan biaya bunker (Biaya operasional kapal  
60% untuk bahan bakar); c) Penertiban angkutan barang truk yang melebihi 
beban jalan.

2. Penyusunan sistem dan prosedur yang dapat meminimalisasi antrian serta 
mekanisme pembayaran yang terintegrasi antara pelabuhan muat dan pela-
buhan tujuan (satu kali bayar). Diperlukan koordinasi antara operator RoRo 
dan operator kedua pelabuhan (muat dan tujuan). 

3. Insentif fiskal yang dibutuhkan pelaku pelayaran untuk mendukung terwu-
judnya coastal shipping/short sea shipping antara lain:
• Bunga Bank – Interest Rate serendah mungkin, apabila dalam mata uang 

Rupiah tidak lebih dari 10%. Selain biaya, Perbankan harus menyalurkan 
dana sebanyak mungkin;

• PPN (0%), Biaya sewa kapal, BBM, bongkar muat, material kapal, dan 
spare parts;

• Insentif pada galangan kapal;
• Local Content, peningkatan penggunaan local content bila perlu dipaksa-

kan untuk memfasilitasi pendirian UKM untuk pembuatan suku cadang 
dan mesin kapal;

• Bebas bea masuk untuk alat-alat yang terkait industri pelayaran.
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Konsep pengembangan SSS/Coastal Shipping direncanakan untuk seluruh 
pulau utama Indonesia yaitu Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Bali, Pulau 

Nusa Tenggara, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi dan Pulau Papua dan Papua 
Barat. Sebagai komplemen konsep Tol Laut, maka pada konsep pengembangan 
SSS/Coastal Shipping mengintegrasikan pelabuhan/dermaga SSS/Coastal Ship-
ping melalui pembangunan dermaga RoRo di beberapa pelabuhan strategis tol 
laut disetiap pulau seperti gambar diatas.

Namun karena terdapat perbedaan karakteristik wilayah dan muatan, maka 
jenis armada (kapal) yang digunakan tidak sama. Armada kapal yang mel-

ayani SSS/Coastal Shipping di Wilayah Barat Indonesia adalah kapal RoRo yang 
relatif lebih besar dibandingkan armada kapal yang melayani di Wilayah Indo-
nesia Timur.
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5Implementasi Konsep Tol Laut 
Tahun 2015

Pada tahun 2015, konsep Tol Laut langsung diimplementasikan, melalui pro-
gram kerja pemerintah (APBN) maupun sinkronisasi kegiatan dengan per-
guruan tinggi, swasta dan stakeholders lainnya. Implementasi konsep Tol 

Laut pada tahun 2015 antara lain adalah sebagai berikut dibawah ini.

Pembangunan 60 Kapal Patroli yang Tersebar di 42 Loka-
si pada Tahun 2015-2019
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Pembangunan 25 Kapal Kenavigasian yang Tersebar 
pada 25 Distrik Navigasi

Sebagai bagian dari percepatan implementasi Tol Laut, Pemerintah men-
galokasikan Penanaman Modal Negara (PMN) kepada BUMN pada RAPBNP 
TA 2015, seperti berikut dibawah ini:
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Sebagai wujud pembangunan yang inklusif, Pemerintah memberikan subsi-
di di 135 lintas penyeberangan perintis Rp. 315 M, serta membangun kapal 
perintis yang dilakukan menjadi 2 tahap di tahun anggaran 2015 dengan 

total investasi Rp. 208,1 M:

Tol Laut untuk tahap awal telah dilayani secara teratur dan terjadwal oleh 
kapal multipurpose antara lain dari PT PELNI (KM Ceremai, KM Dempo, KM 
Dobonsolo), armada kapal rakyat dan kapal nasional di Kawasan Papua 

dan Papua Barat yang telah terjadwal (ex: Sorong-Waisai, Sorong-Bau Bau, So-
rong-Manokwari, Manokwari Jayapura, dll), serta beberapa Liners nasional yang 
telah menghubungkan pelabuhan hub Tol Laut secara teratur dan terjadwal, yai-
tu Tempuran Emas Lines, Meratus Line. Rute yang telah dilayani oleh pelayaran 
secara rutin dan terjadwal adalah seperti ilustrasi dibawah ini.

Rute Tol Laut yang Telah Dilayani Tahun 2015
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Total alokasi kegiatan dalam mendukung Tol Laut pada tahun 2016  sebesar 
Rp.28.801,42 Miliar. Khusus kegiatan TRANSPORTASI LAUT yang diang-
garkan pada RKP 2016 sebesar Rp. 13.643,83 Miliar sbb:

Total alokasi kegiatan dalam mendukung Tol Laut pada tahun 2016  sebe-
sar Rp.28.801,42 Miliar. Khusus kegiatan TRANSPORTASI SUNGAI DANAU 
DAN PENYEBERANGAN yang dianggarkan pada RKP 2016 sebesar Rp. 

5.441,4 Miliar, sebagai berikut:
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Total alokasi kegiatan dalam mendukung tol laut pada tahun 2016  sebesar 
Rp.28.801,42 Miliar. Khusus kegiatan pengembangan 24 Pelabuhan Strat-
egis Pelindo sebesar Rp. 14.956 Miliar, sbb:

Sebagai bagian dari percepatan implementasi Tol Laut, Pemerintah melaku-
kan kerjasama dengan Perguruan Tinggi Lokal, yang pada saat ini difokus-
kan untuk Revitalisasi Pelayaran Rakyat di wilayah Indonesia Timur.

 Kerjasama menghasilkan assessment pendahuluan, yang kemudian akan 
dilanjutkan dengan assessment yang lebih mendalam guna mengetahui karak-
teristik PELRA Indonesia Timur yang kemudian digunakan untuk merumuskan 
langkah-langkah kebijakan strategis dukungan pemerintah kepada PELRA.
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Rute Pendulum Tol Laut yang Telah DIlayani

Liners nasional yang telah melayani rute pendulum tahun 2015 adalah:

1. PELAYARAN TEMPURAN EMAS LINE
SINCE APRIL 2014
ROUTE : BITUNG – MAKASSAR – TG.PERAK-TG.PRIOK-BELAWAN (PP)
FREQUENCY : 3 TIMES/MONTH

2. PELAYARAN MERATUS LINE
SINCE SEPTEMBER 2014
ROUTE : TG. PRIOK-BELAWAN– TG. PRIOK –MAKASSAR (PP)
FREQUENCY : 4 TIMES/MONTH



65

Sistem Informasi Kargo & Intermoda

Negara dengan performansi logistik hebat memiliki Port Community Sys-
tem (PCS), yang bersama National Single Window (NSW), mengintegrasikan 

B2B2G (bussiness to bussiness ti government) dan Intermoda melalui platform 
elektronik.



Pembangunan Jalan Tol Manado - Bitung

Data Teknis Project Jalan Tol Manado - Bitung adalah:
1. Panjang  : 39 Km
2. Simpang Susun : SS Ring Road 1 (Sta 0+000)
     SS Sukur (Sta 7+000)
     SS Airmadidi (Sta 12+750)
     SS Kauditan (Sta 20+000)
     SS Sagerat (Sta 25+000)
     SS Danowudu (Sta 30+500)
     SS Bitung (Sta 38+700)
3. Jumlah Seksi  : 2 (dua)
4. LHR 2015  : 12.622 Kend/hari (S1)
     10.973 Kend/hari (S2)
5. Tarif (Gol. I)  : Rp.700/Km (2016)
6. Masa Konsesi : 45 Tahun
7. Target Beroperasi : 2018

Status Project Jalan Tol Manado - Bitung saat ini:
1. Feasibility Study : Di review oleh Pemprov Sulawesi Utara pada 2009/2010
2. AMDAL  : Oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tahun 2012
3. SP2LP  : 20 Maret 2012
4. DED   : Seksi 1 (13,5 Km) Desember 2013 oleh Bina Marga
5. Pengadaan Tanah : Seksi I (89,26%)
     Seksi II (0%)
6. Skema Pengusahaan adalah Supported Build Operate Transfer (SBOT)
7. Dukungan Konstruksi oleh Pemerintah melalui loan US$ 80 Juta untuk Seksi 1
    (Manado-Airmadidi) dan diselesaikan menggunakan APBN 
8. Pengumuman Proses Pra Kualifikasi porsi Pemerintah (13,5 km): 8 April 2015
9. Groundbreaking pada September 2014
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DIREKTORAT TRANSPORTASI BAPPENAS
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